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BUPATI SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR
NoMOR i 204/pK, 421,1 /1,644fnt /zooa

IZIN OPEMSIONAL, PENYESUAIAN NAMA DAN ALAMAT TI(SD BERDASARKAN
WILAYAI{ ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN

DEST/KELUMHAN SE.KABUPATEN SUMBA TIMUR

c.

BUPATI SUMBA TIMUR,

bahwa sehubungan dengan telah dibukanya TK dan sD Kecil/paralel di beberapa
desa/kelurahan dan telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan
formal FQda jenjang Tl(sD rnaka perlu memberikan izin opeiasional kepada
T1(SD;

bahwa dengan adanya pemekaran Kecamatan, Desa/Kelurahan di wilayah Kabupa_
ten Sumba Timur, maka'dalam rangka tertib administrasi perlu penyesuaian izin
operasional, nama dan alamat TrusD berdasarkan wilayah administrasi
pemerintahan Kecamaran cjarr Desa/Kelurahan;. .

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b

dipandang perlu memberi izin operasional, penyesuaian nama dan aramat Trustrr
berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan kecamatan dan desa/keluraharr
yang ditetapkan dengan keputusan Bupati sumba Timur Tahun Anggaran l()O8;

'q 
1. Qndang'Undang Nomor 69 Tahun '1g58 tentang Pembentukan Daerah Tingkat li

dalam'Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1g5B Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1655);

2. Undan$'Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

. Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negar-a

Republik lndonesia nomor aJ86);

3. .Undang'-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik lndonesil Tahun 2003 Nomor lB, Tambanarr

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 430,1);

4. Undang'Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran.

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negarr

Republik lndonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO4 tentang Pembentukan peraiurar.

Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 200a Nomc 
j

53, Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nornor 43gg) in,

*
&

Menimbang :
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6. Undang' Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Dderuh
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahrsn

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terak.ir
clengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undar,i;-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega:ra

Republik lndonesia Tahun 2008 Ncmor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
lndonesia a}a{;

7. Undang'Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antrrra
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepuL"lik

lndonesia Tahun 2004 Nomor ea, Tambahan Lembaran Negara Repul,iik
lndonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor2T Tahun 1990 terntang Pendidikan praseikolrh

(Lembaran Negara Republik lncjonesia Tal-run lggo Nomor 35, Tambah:rn

Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3411);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan Das;ar
(Lembaran Negara Republik rndonesia Tahun lgg0 Nomor 36, Tambahan
Lembaran IJegara Republik lndonesia Nomor 341;2), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Repui:;ik

lndonesia Tahun 1998, Tambahan Lembaran Neg;rra Republik lndonesia Norr lr
3763);

1J, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun '1990 tentang Pendidikan Menengirr
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambatiirn
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diulah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Reput,ik -

lndonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahah Lembaran Negara Republik lncJone,ia

Nomor 3764);

11, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1g9'l tentang pendidikan Luar Bia:a
(Lembaran Negara Republik lnclonesia Tahun 1gg1 Nomor 94, Tambal ;rn

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3400);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidii :n
(Lembaran Negara Republik lnclonesia Tahun 200s Nomor 41, Tamba. :n

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a4g6);

13 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahrrn 2005 Nomor'140, Tambai :n
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 20C5 tentang Pedoman Pembinaan tlan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu :lik

lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tamtrahan Lembaran Negara Repurlik

_ lndonesia Nomor a593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentang pembagian Uru;an

Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerirtah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2'.tq
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737), \h.



Menetapkan

I(ESATU

KEDUA

KETIGA

MEItttUTUSKAN:

Memberikan izin ciperasional, menyesuaikan nama dan alamat T[(SD berdasarr,.an

wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana

tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kelompok masyarakaUyayasan pendidikan tertentu tidak diperkenankan membuka IK,

SD Kecil dan/atau Kelas Paralel dan apabila Yayasan Pendidikan tertentu ir,gin

mertdirikan TK, SD baru, harus mendapat izin operasional dari Bupati Sumba Tirnur

setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabup;ten

Sumba Tirnur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya keputusan ini maka seluruh keputusan sebelumnya yang menge'lur

tentang ljin Operasional bagi TK dan SD di Kabupaten Sumba Timur dicabutdinyatarran

tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apatrila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diada,ian

perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

KEEMPAT

DENGAH ASL"\IYf,
'.?..-.4."!.A'?-*.

NDIDIKA}I
BA T'MUN

Tembug3n:.

1. Menteri PendiCikan Nasional Rl di Jakarta;

2, Ketua BAPFENAS Rl diJakarta:

3, Gubernur Nusa Tenggarb Timur di Kupang;

4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang,

5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;

6. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;

tanggal

Waingapu
1 C Ju1l 2CCB

MBA TIMUR, ,

ANG KUNDAlurAMAnnil*E*
70419g2gg 1E{fi



Lampiran ll

'ft

: Keputusan Bupatisumba Timur
Nomor : zo4/pK.4z1 .1/1 .G44/vrt/2o@
Tanggat : 1O Juli 2OOB

IZIN OPERASIONAL; PENYESUAIAN NAMA DAN ALAMAT TK/SD BERDASARKAN
WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN OAN

DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN SUMBA TIMUR
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NAMA LAMA SDN LAIHAU

NAMA LAMA SDII(ANGELI

212 SDM WATUMAELAR 01-08-1928 rc2241zffi12 so303710 LEWA TIOAHU

50303916 LEWA TIDAHU

215 SDN UMAMANU 01 I 1-1963 101241205005 LEWA TIDAHU

216
217

218 SDN MATAWAIIWI

01-o3-1983

o1-{o-1952

101241205024

101241205006

50303726

50303720

LEWA TIDAHU

KATALA HAMU LINGU

219 SDILAIKONDANG 01-o8:1985 1012412050?7 50303832 I(ATALA HAMU LINGU

220 SDN MANDAS o1-09-1962 101 241205007 s0303721 KATALA HAMU LINGU

?21 SDN LAILARA 29-07-1982 101241205023 50303831 KATALA HAMU LINGU

222 SDM TAWAKIHU 09-08-1947 102241205013 50303748 MTALA HAMU LINGU

Ui\l {}ENGF-N ASLINYII
?.=*.o.?k......

NDIDIKAN
EA TIMUR

SUMAA TIMUR,,

U MEHANG KUNDA

"t,,- L

213 SDM I(AWUNGGAR o1-10-1958 10224120501'.| 50303901 LEWATIDAHU
214 SDIPRAIMARADA 29-O7-1983 101241205021

SDI KANGELI o1{3-1976 101241205004 50303870 LEWA TIDAHU

SDN LAIHAU
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